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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

KOMISI PEMILIIL{N UMTIM KABUPATEN TAKALAR
DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR

TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR: 1826 / PR 08-PKS I 7305 I 2023
NOMOR: 09 1P.4.32 I Gs.2 / 10 12023

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Oktober , tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Takalar , yang bertanda tangan dibarvah ini :

Hamdani Pattiiha, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar,
berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg Maro No 5 , Kecamatan Pattallassang, Kabupaten
Takalar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Tenriawaru,SH.,MH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Takalar dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Takalar, yang berkedudukan di Jalan Fitrah No. 23
Takalar, selanjutnya disebut PIEAK KEDUA.

PIHAK KI,SATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara
bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PIHAK KESATII adalah lembaga penyelenggaraa Pemilihan Umum dan Pemilihan
yang bersifat nasional, tetap, dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupafi dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;
Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan yang fimgsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kek'rasaan negara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-undang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik lndonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1l
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

I

2

1

2

1

.,



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Kejaksaan
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberaga kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor
38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Kejaksaaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 67);

7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-0061NJN0712017 tentang Organisasi dan Tata Ke{a
Kejaksaan Republik lndonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan
Nomor I Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per
006|NJN07/2017 tefiang Organisasi dan Tata Ke{a Kejaksaan Republik lndonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 20'|.9 tentang Tata Ke{a Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupatenr'Kota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peratwan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pernilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Seketariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten{Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan
Kejaksaan Negeri Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor : 80.PR.07-NK/01/2023,
Nomor : 14 Tahw2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakal untuk Pefanjian Ke{a Sama
tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAXSUD DAN TTIJUAI{

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi
PARA PIEAK dalam melaksanakan ke{a sama yang ditentukan dan disepakati dalam
Pe{anjian Ke{a Sama ini.
Pe{anjian Ke{a Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam
rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PARA PIIIAIC
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Pasal 2
RUANG LII{GKT]P

Ruang lingkup Pe{anjian Kerja Sama ini meliputi

1. Penerangan dan penyuluhan hukum;
2. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
3. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang

perdata dan tata usaha negara;
4. Pengamananpembangunanstrategis;
5. Pengingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIEAK

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pe{anjian Ke{a Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA
PTHAI(
Pelaksanaan Pe{anjian Ke{a Sama ini disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang dituniuk
oleh PARA PIEAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAtrL

Pasal 4
JANGKAWAIOU

Pefanjian Ke{a Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
ditandatangani oleh PARA PIEAI(
Pefanjian Ke{a Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan
kesepakatan PARA PIEAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK,
dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau , mengakhiri
Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada
PIHAK lainnya paling lambat I (satu) bulan sebelum berkahimya Pefanjian Ket'a Sama
ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Pe{anjian Ke{a Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Pe{anjian Kerja Sama ini,
dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedanjian Ke{a Sama ini diatur dalam
bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Pe{anjian Ke{a Sama ini.

Pasal 7
KEADAA]\I KAHAR (FORCE MAJEURE)

PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan
keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda diluar kekuasaan wajar dari PIHAK
KESATTI atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanj utnya dalam
Peganjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan Kahar (force majeure).

I



2

J

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) meliputi namun tidak terbaras pada
gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan dinegara setempat,
kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan p€raturan
perundang-undangan yang melarang yang berhubungan dengan Pe{anjian Ke{a Sama ini.
Dalam hal teiadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada pada ayat
(2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAI( lainnya secara tertulis disertai
dengan bukti paling lambat 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jarn sejak te{adinya keadaan
kahar (force majeure ).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan
yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk
mufakat.

Pasal 9
KER,AHASIAAN

Selama dan setelah berakhimya jangka waktu Pe{anjian Ke{a Sama ini sebagaiman dimaksud
dalam pasal 4, PARA PIEAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang
diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

I ) Untuk mernperlancar pelaksanaan Perjanjian Kef a Sama ini, PARA PIHAK memmjuk masing-
masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebapi berikut :

a) PIEAKKESATU

Jabatan : Seketaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar

Email : hukumsdmkoutakalar@€rnail.com

Alamat : Jalan Mallontarang Dg Maro No 5 Takalar

b) PIHAKKEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Pcrdata dan Tata Us$a Negara

Email : kejari.takalar@kejaksaan.go.id

Alamat : Jalan Fitrah No 23 Takalar

2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimakud pada ayat (1), PIEAK yang

bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada

PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tet'adinya perubahan dan tidak perlu
dilakukan amandemen atas Pe{anjian Ke{a Sama ini.



Pasal I I
SOSI.A.LISASI

l) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAIC
2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud rr.da ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri alau

bersama-sama PARA PIEAIC

Pasal 12

PENI-ITUP

Pet'anjian Ket'a Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIEAK dan
menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, | (satu) rangkap untuk PIEAK
KESATU dan I (satu) rangkap untuk PIHAKIGDU,4,.

PIHAK KEDUA KESATU

{--

AR[I,SH.,MH PATTIIHA

I(ABUPATEI{
TAXALAR


